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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Self Assessment System, tarif
pajak, dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak (tax evasion) pada wajib pajak
orang pribadi di KPP Pratama Sleman. Terdapat tiga variabel independent dan
variabel dependen dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar
di KPP Pratama Sleman, pengambilan sampel dengan metode Purposive Sampling
. Sampel dalam penelitian ini merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar
di KPP Pratama Sleman. Pengolahan data menggunakan aplikasi IBM SPSS versi
25 dengan analisis secara regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Self Assessment System, tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan
terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa
peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap Self Assessment System , tarif pajak

dan penegakan sanksi yang tegas dapat mengurangi tindakan penggelapan pajak.

Kata kunci: Self Assessment System, tarif pajak, sanksi pajak, penggelapan pajak,

KPP Pratama Sleman.
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Abstract
This study aims to examine the effect of Self Assessment System, tax rates, and tax
sanctions on tax evasion on individual taxpayers at the DIY Regional Tax Office.
There are three independent variables and dependent variables in this study. This
type of research is quantitative research. The population of this study is Individual
Taxpayers registered at the DIY Regional Tax Office, sampling using the Purposive
Sampling method. The sample in this study is Individual Taxpayers registered at
the DIY Regional Tax Office. Data processing uses the IBM SPSS version 25
application with multiple linear regression analysis. The results of the study
indicate that the Self Assessment System, tax rates and tax sanctions have a
significant effect on tax evasion. This study provides implications that increasing
taxpayer understanding of the Self Assessment System, tax rates and strict

enforcement of sanctions can reduce tax gvasion.

Keywords: Self Assessment System, tax rates, tax sanctions, tax evasion, DIY

Regional Tax Offi
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan hal yang fundamental dalam pelaksanaan perekonomian di
Indonesia (Sarpinah et al., 2022) . Pajak sendiri digunakan untuk membiayai semua
pengeluaran yang bertujuan memajukan pembangunan nasional demi kebaikan dan
kesejahteraan bangsa. Hal ini tertera pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam UU KUP
Pasal 1 ayat 1, dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan pajak digunakan
oleh negara untuk memenuhi kebutuhan negara seperti untuk APBN, APBD,
pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur seperti pembangunan jalan, sekolah,
rumah sakit, dan lain sebagainya. Penerimaan pajak pemerintah mencakup berbagai
pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan
bangunan, pajak kendaraan, dan pajak lainnya (Maharani et al., 2021).

Dana pengumpulan pajak yang efektif dapat pemerintah gunakan untuk
pembangunan ekonomi negara. Pendapatan dari bidang perpajakan memegang
andil yang sangat besar terutama bagi pelaksanaan kinerja umum pemerintahan dan
pembiayaan pembangunan nasional seperti memperbaiki infrastruktur,
mengembangkan sektor ekonomi produktif, meningkatkan akses ke layanan dasar

seperti pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pemerataan dan keadilan sosial



(Nugrahani & Suryaningsum, 2023). Pembangunan ekonomi yang berhasil dapat
turut menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
pertumbuhan kota bisa disebabkan oleh pertumbuhan tingkat ekonomi yang
cenderung meningkat dan semakin maju teknologinya. Perubahan yang terjadi pada
bidang ekonomi ditandai dengan adanya perubahan pada sistem teknologi dan
informasi yang menyebabkan bidang ekonomi yang awalnya sektor pertanian
berpindah menjaai sektor industri (Nazilah et al. 2022). Pajak juga berperan dalam
membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat yang
membayar pajak berpartisipasi dalam pembangunan negara dan merasa
bertanggung jawab atas kesejahteraan dan pembangunan negara. Pajak juga
berperan dalam mengatur distribusi kekayaan dan mengurangi ketimpangan
ekonomi untuk mencapai prinsip keadilan sosial (Saragih & Rusdi, 2022) .

Dunia perpajakan mengenal adanya istilah tax planning (perencanaan pajak).
Menurut Wijaya (2022), tax planning adalah suatu proses mengorganisasi usaha
wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun
pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan pajak (tax planning)
dibagi menjadi dua bagian, yaitu penghindaran pajak (tax avoidance) dan
penggelapan pajak (tax evasion). Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu
mengurangi kewajiban perpajakan, namun terdapat perbedaan diantara keduanya.
Budiarto et al., (2018) tax avoidance didefinisikan sebagai seni menghindari pajak
tanpa melanggar hukum. Tindakan tax avoidance yang dilakukan wajib pajak

adalah dengan melakukan pembayaran sekecil-kecilnya, demi keuntungan sebesar-



besarnya. Berdasarkan pemaparan diatas, maka tax avoidance merupakan suatu
tindakan untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan meminimalkan beban
pajak dengan memanfaatkan celah dari ketentuan pajak yang ada dalam ketentuan
suatu negara (Susanto, 2022).

Menurut Ananda et al. (2018) tax evasion adalah suatu usaha yang dilakukan
oleh Wajib Pajak untuk dapat menghindari atau meloloskan diri dari pajak yang
harus dibayarkan dengan cara melanggar undang-undang perpajakan yang
berakibat pada Wajib Pajak akan dikenakan sanksi baik sanksi administratif
maupun sanksi pidana. Menurut Nugrahani et al. (2023) menyatakan bahwa tax
evasion adalah usaha untuk meringankan beban pajak penghasilan dengan cara
melanggar undang-undang perpajakan (menggelapkan pajak). Menurut Maharani
et al. (2021) tax evasion merupakan kecurangan karena wajib pajak berusaha
merekayasa transaksi agar timbul biaya - biaya yang mengurangi penghasilan,
bahkan menyebabkan kerugian. Pengertian-pengertian tentang tax evasion di atas
dapat diambil kesimpulan bahwa tax evasion merupakan tindak kecurangan yang
dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka membantu mengurangi beban pajak yang
perlu dibayarkan dengan melanggar undang-undang maupun peraturan yang
berlaku ( Indra & Djoko, 2022) .

Tindakan ketidakpatuhan ini merupakan perilaku yang bertentangan dengan
aturan perpajakan, bentuknya dapat berupa ketidakpatuhan formal atau material
seperti pelaporan omset usaha yang tidak sebenarnya, pembebanan biaya yang tidak
seharusnya, ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak, melakukan upaya

perencanaan pajak agresif, melaporkan nilai pengalihan harta yang tidak



sebenarnya dan tidak melaporkan nilai penjualan yang sebenarnya dalam hal tukar
menukar harta (Indra & Djoko, 2022). Ananda et al. (2020) mengemukakan bahwa
sebagian besar masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa pajak ini
merupakan suatu beban, sehingga banyak wajib pajak yang berusaha menghindari
kewajiban perpajakannya. Ananda et al.(2020) juga mempertegas bahwa masih
banyak anggota masyarakat atau warga negara yang mampu tetapi tidak mau
membayar pajak, atau membayar pajak tetapi tidak memenuhi keadaan yang
sebenarnya. Hal ini yang membuat wajib pajak menganggap bahwa pajak adalah
ancaman untuk mengurangi pendapatan, di sisi lain wajib pajak merasakan tidak
dapat memperoleh imbalan secara langsung (feedback) atas jasa yang sudah
diberikan. Para wajib pajak melakukan beberapa respon seperti berusaha
meminimalisir pajaknya dengan melakukan kegiatan seperti penghindaran pajak
bahkan hingga penggelapan pajak (Rina et al. 2023)

Di Indonesia sendiri, kesadaran para wajib pajak dalam membayar pajak masih
cukup rendah, hal ini bisa dibuktikan dan juga dilihat dengan banyaknya kasus
penggelapan pajak atau tax evasion yang terjadi di Indonesia. Salah satu kasus
penggelapan pajak dengan kerugian negara yang cukup besar yaitu terjadi di
Yogyakarta. Pada kasus tersebut mengungkapkan bahwa pidana pajak berupa
dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan isi
yang tidak benar. SPT sendiri merupakan surat pemberitahuan mengenai
penghitungan dan/atau pembayaran pajak menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan. SPT berisi informasi tentang barang kena pajak atau barang tidak kena

pajak serta kekayaan dan kewajiban yang terkait dengan pelaporan pajak. Tujuan



utama SPT adalah untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan menjaga kepatuhan

terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Kusuma, 2022)

Kasus ini terdapat dua tersangka dengan inisial HP dan PT. PJM. Selain itu dari
dua tersangka ini telah disita dan juga diblokir uang senilai miliaran rupiah, tanah
dan bangunan serta tas-tas mewah. Kedua tersangka melakukan pelanggaran pidana
dengan sengaja menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar dan juga tidak
lengkap. Pelanggaran pidana yang dilakukan tersangka HP dalam masa pajak
Januari sampai dengan September 2016. Kerugian negara dari pelanggaran pidana
yang dilakukan oleh tersangka HP sekurang-kurangnya sebesar Rp.
50.526.419.576,00. Kedua tersangka yakni HP dan PT. PIJM disangkakan dengan
Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan
ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,
yaitu dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan
yang isinya tidak benar dan tidak (Kusuma, 2022).

Kepatuhan dalam hal perpajakan menunjukan bahwa keadaan wajib pajak yang
melaksanakan hak dan kewajiban dalam perpajakannya secara disiplin yang sesuai
dengan peraturan perundangundangan serta ketentuan perpajakan yang berlaku
(Mulyani et al. 2022) Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia
disebabkan oleh beberapa indikator yang berpengaruh signifikan terhadap
penguatan atau pelemahan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kurangnya kepatuhan pajak tentunya menjadi masalah bagi pemerintah dalam



memaksimalkan penerimaan negara, karena pajak merupakan sumber penerimaan
negara yang paling dominan (Savitri & Marsuking, 2021). Menurut Solikhah
(2020) mengemukakan bahwa self assessment system adalah sistem pemungutan
pajak dimana penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak
dihitung wajib pajak yang bersangkutan. Sistem tersebut diterapkan guna
mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan sadar dalam melakukan pembayaran
pajak (Maharani et al.2021). Sistem dari pemerintah ini memberikan kepercayaan
kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pendapatan serta
menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan
perpajakan yang berlaku. Memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk
menentukan jumlah pajak mereka sendiri, sistem ini mengharapkan wajib pajak
dapat lebih terlibat dalam proses perpajakan dan memahami konsekuensi dari
tindakan mereka terhadap pembayaran pajak yang benar (Biettant et al. 2023) .
Pemeriksaan menjadi komponen yang penting untuk mengetahui kebenaran
dari suatu laporan yang telah diberikan atau diisi oleh wajib pajak yang disebut
dengan SPT. Pemeriksaan yang dilakukan secara tidak rutin dan juga tingginya tarif
pajak juga dapat menyebabkan terjadinya tax evasion. Tarif pajak adalah besarnya
nilai untuk menentukan pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak kepada
pemerintah sesuai dengan undang- undang yang berlaku (Ananda et al. 2021). Di
Indonesia sendiri pemungutan pajak dilakukan menggunakan tarif pajak. Tarif
pajak merupakan persentase untuk menghitung pajak terutang. Dalam penerapan
tarif pajak harus berdasarkan asas keadilan dari segi prinsip maupun

pelaksanaannya.sehingga, pemerintah dapat menciptakan suatu keseimbangan



(Afifah & Hasymi, 2020) . Tingginya tarif pajak para wajib pajak enggan untuk
membayar serta melaporkan SPTnya. Wajib pajak cenderung mengupayakan untuk
membayar pajak serendah-rendahnya karena wajib pajak tidak ingin harta yang
dimilikinya berkurang. Hal ini dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh
Saragih & Rusdi (2022) tentang tarif pajak , menemukan bahwa tarif pajak
berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak.
Sanksi pajak seharusnya memiliki kekuatan untuk menekan masyarakat agar tetap
taat dan mematuhi peraturan perpajakan (Maharani et al. 2021). Keberadaan sanksi
pajak memberikan sinyal yang jelas bahwa pemerintah tidak akan mentolerir
pelanggaran dalam pembayaran pajak. Hal ini diharapkan dapat mendorong wajib
pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sungguh-sungguh.
Rasa takut terhadap sanksi pajak dapat menjadi faktor penghambat yang signifikan
bagi individu atau perusahaan yang berpikir untuk melakukan penggelapan pajak
atau pelanggaran lainnya. Dengan adanya sanksi pajak, wajib pajak diharapkan
tidak berusaha untuk melakukan pelanggaran, salah satunya yaitu penggelapan
pajak (Santana et al. 2020)

Berdasarkan penelitian terhadulu yang dilakukan oleh Ananda et al. (2019),
menunjukan bahwa sanksi pajak dan juga self assessment system berpengaruh
secara siginifikan terhadap penggelapan pajak ( tax evasion ). Adapun penelitian
yang dilakukan oleh (Santana et al. 2020) menunjukan bahwa sanksi pajak
berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak ( tax evasion ) . Hal ini

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sejati et al. (2023) yang



menyatakan bahwa tarif perpajakan dan self assesment system tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap penggelapan pajak ( tax evasion ) . Sanksi pajak juga
tidak berpengaruh secara siginifikan terhadap penggelapan pajak ( tax evasion )
(Sari et al. 2021)

Berdasarkan uraian diatas dan juga research gap pada penelitian terdahulu,
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi tindakan penggelapan pajak di KPP Pratama Sleman. Fokus pada
penelitian ini diperkuat dengan fakta maraknya kasus penggelapan pajak yang
terjadi di Indonesia yang berdampak buruk pada pembangunan nasional. Peneliti
melakukan penelitian dengan judul “Studi Pengaruh Self Assessment , Tarif Pajak

dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Di KPP Pratama Sleman .

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi

permasalah dalam penelitian ini, meliputi :

1. Pelaksanaan self assessment system yang belum optimal di mana wajib
pajak memiliki tanggung jawab besar untuk menghitung, melaporkan,
dan membayar pajak, namun kurangnya pemahaman dan kepatuhan dari
wajib pajak serta kurangnya pengawasan yang efektif menyebabkan
terjadinya kasus penggelapan pajak (tax evasion).

2. Tingginya tarif pajak bagi Wajib Pajak Pribadi (WPP) , mendorong

Wajib Pajak Pribadi (WPP) untuk memanipulasi laporan SPT .



3. Tingkat efektifitas sanksi perpajakan yang masih lemah sehingga belum
cukup efektif untuk mencegah tindakan penggelapan pajak (tax evasion)
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah
sebagai berikut:
1. Apakah self assessment berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak
(tax evasion)?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (tax
evasion)?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (tax
evasion )?
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti
empiris mengenai:
1. Pengaruh self assessment system terhadap penggelapan pajak secara positif.
2. Pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak secara positif.
3. Pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapan pajak secara positif.
E. Manfaat Penelitian
Berdasarkan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

berbagai pihak, di antaranya:

1. Bagi Penulis :
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Penelitian ini diharapakn dapat digunakan penulis sarana dalam
memahami pengaruh self assesment system, sanksi pajak dan tarif pajak
terhadap penggelapan pajak pada WPP KPP Pratama Sleman
Bagi Akademik:

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menambah
tingkat literatur pada ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, dan menjadi
sumber referensi bagi para mahasiswa yang ingin mengkaji ulang variabel

terkait.
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